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ABSTRACT 
This paper investigates Indonesia’s creative local finance within the broader landscape of fiscal 

decentralization, institutional reform, and sustainable development. It explores how policy innovation, fiscal 
governance mechanisms, and legal design shape local economic resilience and community empowerment. 
Applying a mixed qualitative comparative method, combining Qualitative Comparative Analysis (QCA), 
normative legal analysis, and benchmarking against OECD best practices, the study evaluates Indonesia’s core 
local fiscal instruments, including village funds, municipal bonds, and green sukuk. These mechanisms are 
compared with fiscal innovations in Japan, Finland, South Korea, and the Netherlands, focusing on 
participatory budgeting systems, performance-based transfers, and transparent subnational fiscal reporting. 
The methodological triangulation strengthens the assessment of institutional gaps and identifies reform 
pathways. Findings indicate that Indonesia’s fiscal innovation must transition toward evidence-based policy 
design, rule-based accountability structures, and adaptive, innovation-enabling legal frameworks to achieve 
equitable and sustainable local development.  
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ABSTRAK 
Penelitian ini mengkaji keuangan lokal kreatif di Indonesia dalam konteks desentralisasi 

fiskal, reformasi kelembagaan, dan pembangunan berkelanjutan. Studi ini menelaah bagaimana 
inovasi kebijakan, mekanisme tata kelola fiskal, dan desain hukum membentuk ketahanan ekonomi 
lokal serta pemberdayaan masyarakat. Dengan menggunakan metode komparatif kualitatif yang 
terintegrasi, meliputi Qualitative Comparative Analysis (QCA), analisis hukum normatif, serta 
benchmarking terhadap praktik terbaik OECD, penelitian ini mengevaluasi instrumen fiskal lokal 
utama Indonesia seperti dana desa, obligasi daerah, dan sukuk hijau. Instrumen tersebut 
dibandingkan dengan inovasi fiskal di Jepang, Finlandia, Korea Selatan, dan Belanda, terutama 
terkait sistem penganggaran partisipatif, transfer berbasis kinerja, dan pelaporan fiskal yang 
transparan di tingkat subnasional. Triangulasi metodologis ini memperkuat identifikasi 
kesenjangan kelembagaan dan peluang reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi 
fiskal Indonesia perlu bergerak menuju desain kebijakan berbasis bukti, struktur akuntabilitas 
berbasis aturan, serta kerangka hukum yang adaptif dan mendorong inovasi untuk mencapai 
pembangunan lokal yang adil dan berkelanjutan. 

Kata Kunci: keuangan lokal kreatif, OECD, pembangunan lokal berkelanjutan 

 

Pendahuluan 
Desentralisasi fiskal di Indonesia telah memberikan kewenangan luas 

kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangannya dalam 

rangka mendorong kemandirian dan pembangunan berkelanjutan. Namun, dalam 

praktiknya, banyak daerah masih bergantung pada transfer pusat, sementara 
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kapasitas inovasi fiskal dan tata kelola belum optimal. Di tengah tuntutan 

pembangunan hijau dan inklusif, muncul kebutuhan akan keuangan lokal kreatif, 

yakni pendekatan pembiayaan inovatif yang menggabungkan kebijakan fiskal, 

hukum, dan ekonomi untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dan 

ketahanan daerah. 

Konsep ini sejalan dengan paradigma ekonomi kreatif publik, yang 

menekankan bahwa sumber daya lokal, budaya, dan partisipasi warga dapat 

menjadi instrumen ekonomi melalui instrumen fiskal yang inovatif seperti obligasi 

daerah, sukuk hijau, dana desa berbasis kinerja, serta kemitraan publik-swasta. 

Pembelajaran dari negara-negara OECD seperti Jepang, Finlandia, Korea Selatan, 

dan Belanda menunjukkan bahwa desain kelembagaan yang adaptif dan berbasis 

bukti merupakan kunci dalam mengelola keuangan lokal yang efisien, transparan, 

dan berorientasi hasil. 

Desentralisasi fiskal dipahami sebagai proses pelimpahan kewenangan 

fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan 

meningkatkan efisiensi, pemerataan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan 

publik (Oates, 1999). Dalam konteks Indonesia, kebijakan ini diwujudkan melalui 

mekanisme transfer fiskal seperti Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan 

Dana Desa yang menjadi instrumen utama dalam memperkuat kapasitas ekonomi 

lokal (Bahl & Bird, 2018). Namun demikian, efektivitas desentralisasi fiskal masih 

bergantung pada kapasitas kelembagaan daerah dan kemampuan tata kelola dalam 

mengelola sumber daya publik secara transparan (Shah, 2007). 

Konsep local creative finance mengemuka sebagai strategi pembiayaan publik 

yang inovatif dan inklusif, yang menggabungkan instrumen keuangan 

berkelanjutan seperti green bonds, municipal sukuk, dan skema kemitraan publik-

swasta untuk mendukung pembangunan daerah (OECD, 2020). Pendekatan ini 

menempatkan masyarakat sebagai bagian aktif dari siklus keuangan publik melalui 

partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan fiskal (Kallio & Niemi, 2021). 

Dalam konteks negara OECD, praktik seperti penganggaran partisipatif di 

Finlandia, performance-based transfers di Korea Selatan, dan penerapan local green 

bonds di Jepang menunjukkan bahwa inovasi fiskal dapat memperkuat legitimasi 

publik sekaligus memperluas basis pembiayaan pembangunan (Kim & Lotz, 2019; 

Loughlin et al., 2020). 

Teori fiscal federalism menjelaskan bahwa struktur fiskal yang 

terdesentralisasi dapat meningkatkan efisiensi ekonomi melalui alokasi sumber 

daya yang sesuai dengan preferensi lokal dan kebutuhan masyarakat (Musgrave & 

Musgrave, 1989). Sementara itu, teori tata kelola fiskal menekankan pentingnya 

akuntabilitas dan keterbukaan dalam siklus penganggaran agar inovasi fiskal tidak 

menimbulkan asimetri informasi dan risiko moral (Head, 2016). Dengan 

mengintegrasikan dimensi kebijakan publik, ekonomi, dan hukum, kerangka 
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teoretis penelitian ini menempatkan inovasi keuangan lokal sebagai instrumen 

strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan mewujudkan 

pembangunan yang adil dan berkelanjutan. 

Secara konseptual, penelitian ini berasumsi bahwa keberhasilan transformasi 

keuangan lokal di Indonesia memerlukan tiga pilar utama: pertama, desain 

kebijakan fiskal yang berbasis bukti dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi; 

kedua, tata kelola hukum yang menjamin kepastian dan transparansi fiskal; dan 

ketiga, kolaborasi lintas-sektor yang membuka ruang partisipasi masyarakat dalam 

proses pengambilan keputusan publik. Ketiga pilar tersebut menjadi dasar bagi 

analisis komparatif terhadap praktik keuangan lokal di Indonesia dengan negara-

negara OECD seperti Jepang, Finlandia, Korea Selatan, dan Belanda untuk 

mengidentifikasi kesenjangan kelembagaan sekaligus peluang inovasi fiskal yang 

berkelanjutan. 

 

Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature 

review untuk menganalisis inovasi keuangan lokal kreatif dalam konteks 
desentralisasi fiskal dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pendekatan ini 
dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai pola, 
konsep, dan praktik kebijakan fiskal berbasis bukti melalui penelaahan terhadap 
data sekunder dari berbagai sumber akademik, kebijakan publik, dan dokumen 
kelembagaan (Snyder, 2019). 

Sumber data utama berasal dari publikasi ilmiah, laporan lembaga 
internasional seperti OECD, UNDP, dan World Bank, serta regulasi nasional seperti 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Data sekunder ini kemudian 
dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola kebijakan, prinsip tata kelola 
fiskal, serta kesesuaian dengan praktik internasional (Bowen, 2009). 

Proses analisis dilakukan dengan tiga tahapan utama. Pertama, tahap 
pengumpulan data yang melibatkan pencarian literatur melalui basis data 
akademik (Scopus, JSTOR, dan Google Scholar) dengan kata kunci seperti creative 
local finance, fiscal decentralization, dan OECD local governance. Kedua, tahap reduksi 
data untuk memilih informasi relevan yang mendukung fokus penelitian, yaitu 
inovasi fiskal lokal dan pembandingan dengan negara OECD (Miles, Huberman, & 
Saldaña, 2014). Ketiga, tahap interpretasi dan sintesis yang bertujuan mengaitkan 
temuan empiris dengan kerangka teoretis melalui analisis perbandingan dan 
penarikan makna kontekstual. 

Metode comparative qualitative analysis digunakan untuk membandingkan 
karakteristik tata kelola fiskal Indonesia dengan negara-negara OECD seperti 
Jepang, Finlandia, Korea Selatan, dan Belanda. Analisis komparatif ini berfungsi 
untuk mengidentifikasi keunggulan dan keterbatasan sistem keuangan lokal 
Indonesia, sekaligus menilai sejauh mana inovasi fiskal nasional telah mengarah 
pada prinsip akuntabilitas, partisipasi publik, dan keberlanjutan ekonomi (Ragin, 
2014). 
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Validitas hasil penelitian dijaga melalui strategi triangulation of sources, yaitu 
dengan mengonfirmasi temuan dari berbagai jenis dokumen seperti laporan 
pemerintah, data statistik fiskal, serta publikasi akademik. Pendekatan ini 
memungkinkan peneliti memperoleh gambaran holistik mengenai hubungan 
antara desain kebijakan fiskal, efektivitas kelembagaan, dan arah pembangunan 
daerah yang berkelanjutan (Creswell & Poth, 2018). 

Secara keseluruhan, rancangan metodologi ini menempatkan literatur dan 
data sekunder sebagai instrumen utama untuk memahami dinamika inovasi fiskal 
dalam perspektif perbandingan internasional. Hasil analisis kualitatif ini akan 
menjadi dasar penyusunan Bab IV mengenai analisis dan pembahasan hasil, yang 
memetakan posisi Indonesia dalam lanskap tata kelola fiskal global serta arah 
penguatan kebijakan keuangan lokal di masa depan. 

  

Hasil dan Pembahasan 
1. Keuangan Lokal Kreatif di Indonesia 

Keuangan lokal kreatif di Indonesia merupakan hasil dari upaya panjang 
untuk memperkuat desentralisasi fiskal sekaligus menjawab tantangan 
ketimpangan pembangunan antarwilayah. Tiga instrumen utama yang saat ini 
menjadi pilar inovasi fiskal daerah adalah Dana Desa, Obligasi Daerah, dan Sukuk 
Hijau. Dana Desa menjadi instrumen paling signifikan dalam mendorong 
partisipasi masyarakat desa melalui transfer fiskal langsung yang menekankan 
prinsip akuntabilitas sosial dan pembangunan berbasis komunitas (Annahar et al., 
2023). Namun, efektivitasnya sering kali terbatas akibat lemahnya kapasitas 
kelembagaan dan ketidaksinkronan antarlevel pemerintahan, yang menyebabkan 
inefisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran (Purbadharmaja et al., 
2019). 

Sementara itu, penerbitan Obligasi Daerah masih berada pada tahap awal, 
dengan tantangan berupa keterbatasan regulasi dan kurangnya kapasitas 
pemerintah daerah dalam manajemen risiko fiskal (Fatikhah et al., 2024). Di sisi lain, 
Sukuk Hijau muncul sebagai inovasi pembiayaan berorientasi keberlanjutan, tetapi 
skalanya masih terbatas pada proyek nasional dan belum banyak diadopsi oleh 
pemerintah daerah (Prakash & Sethi, 2022). Kelemahan umum pada ketiga 
instrumen tersebut mencakup minimnya koordinasi antarlembaga, kurangnya 
mekanisme pengawasan berbasis kinerja, serta keterbatasan infrastruktur data 
digital untuk pelaporan dan evaluasi transparan (Dellyana et al., 2023). 

Meski demikian, arah kebijakan fiskal nasional menunjukkan kesadaran 
untuk mengintegrasikan inovasi, keberlanjutan, dan partisipasi dalam tata kelola 
keuangan daerah. Pendekatan keuangan lokal kreatif menuntut desain yang 
adaptif, berbasis bukti, dan disertai sistem insentif yang memperkuat akuntabilitas 
publik, sebagaimana diusulkan oleh model OECD tentang performance-based fiscal 
governance (Dollery et al., 2020; Day, 2025). 

 

2. Pembelajaran dari Praktik OECD 
Negara-negara anggota OECD menawarkan berbagai praktik unggulan 

dalam tata kelola fiskal yang dapat dijadikan rujukan bagi Indonesia. Korea Selatan 
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dan Finlandia menekankan performance-based accountability, di mana setiap 
pengeluaran publik dikaitkan dengan indikator hasil yang terukur dan terpublikasi 
secara terbuka (Dougherty et al., 2024; Keyes, 2024). Pendekatan ini tidak hanya 
meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran, tetapi juga memperkuat legitimasi 
publik terhadap kebijakan fiskal. 

Belanda menjadi contoh sukses dalam penerapan digital fiscal transparency, 
melalui sistem pelaporan daring yang memungkinkan masyarakat mengakses data 
anggaran secara real-time, sehingga memperkuat partisipasi dan pengawasan 
publik (Omweri, 2024). Finlandia, di sisi lain, memadukan partisipasi warga 
dengan inovasi kebijakan berbasis data, menciptakan sinergi antara akuntabilitas 
sosial dan perencanaan berbasis bukti (Kemmerling, 2023). 

Sementara Jepang memperlihatkan pendekatan terintegrasi dalam green 
fiscal diversification, dengan memperluas instrumen keuangan ramah lingkungan 
seperti green bonds dan energy efficiency incentives untuk mendorong transisi 
ekonomi rendah karbon (Panjaitan et al., 2024; D’Orazio & Pham, 2025). Hal ini 
sejalan dengan temuan bahwa inovasi fiskal hijau berperan penting dalam 
mempercepat adaptasi ekonomi menuju keberlanjutan (Zarghami, 2025). 

Tabel 1 berikut merangkum pembelajaran utama dari praktik negara OECD 
yang relevan dengan konteks Indonesia. 

Tabel 1 Benchmarking Praktik Keuangan Lokal OECD 

Negara Fokus Inovasi 
Fiskal 

Mekanisme 
Utama 

Pelajaran bagi 
Indonesia 

Korea Selatan Akuntabilitas 
berbasis kinerja 

Indikator hasil 
dan evaluasi 
terukur 

Integrasi 
pelaporan hasil 
dalam sistem 
anggaran daerah 

Finlandia Partisipasi warga 
dan kebijakan 
berbasis data 

Open budgeting 
dan konsultasi 
publik daring 

Meningkatkan 
partisipasi publik 
dalam 
perencanaan 
anggaran 

Belanda Transparansi 
fiskal digital 

Platform 
pelaporan 
anggaram  

Digitalisasi 
laporan fiskal 
daerah 

Jepang Diversifikasi 
instrument hijau 

Green bonds dan 
efisiensi energi 

Pengembangan 
obligasi hijau 
daerah 

Sumber: Diolah dari Junghun & Sean (2020), Dougherty et al. (2024), dan Panjaitan 
et al. (2024). 

Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Finlandia, Jepang, Korea 
Selatan, dan Belanda masing-masing menawarkan praktik unggulan dalam tata 
kelola fiskal daerah, Korea Selatan merupakan negara OECD yang paling tepat 
dijadikan model bagi Indonesia karena memiliki kesesuaian struktural, kedekatan 
konteks kebijakan, serta tahapan pembangunan ekonomi yang mirip. Korea Selatan 
berhasil membangun arsitektur tata kelola fiskal yang terintegrasi melalui sistem 
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informasi keuangan daerah berbasis digital (Local Finance Information System), 
mekanisme penganggaran partisipatif yang diperkuat oleh teknologi, serta skema 
transfer berbasis kinerja yang mendukung inovasi dan peningkatan kapasitas 
pemerintah lokal. Kondisi ini selaras dengan kebutuhan Indonesia yang tengah 
menghadapi tantangan ketimpangan kapasitas daerah, rendahnya kualitas 
pelaporan fiskal, dan lemahnya akuntabilitas berbasis aturan.  

 
3. Analisis Komparatif 

Analisis komparatif menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam 
tahap transisi menuju sistem fiskal yang sepenuhnya berbasis akuntabilitas dan 
transparansi digital. Keunggulan Indonesia terletak pada basis sosial yang kuat, di 
mana prinsip gotong royong dan partisipasi komunitas mendukung efektivitas 
dana publik (Annahar et al., 2023). Namun, kelemahannya adalah belum adanya 
sistem yang secara sistematis menghubungkan kinerja daerah dengan alokasi fiskal, 
sebagaimana diterapkan di banyak negara OECD (Rachmania, 2025). 

Dari sisi hukum dan kelembagaan, masih terdapat fragmentasi antara 
regulasi fiskal pusat dan kewenangan daerah. OECD menekankan pentingnya 
intergovernmental fiscal coordination sebagai prasyarat desentralisasi efektif 
(Junghun & Sean, 2020; Shair-Rosenfield, 2025). Reformasi ini perlu diarahkan pada 
penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan keuangan publik, termasuk 
penggunaan instrumen pembiayaan inovatif seperti local green bonds dan 
community-based investment funds (Varney, 2025). 

Dari aspek kolaborasi, integrasi antara sektor publik dan swasta dalam 
inovasi pembiayaan masih lemah, padahal negara seperti Finlandia dan Belanda 
telah membuktikan efektivitas kemitraan multilevel dalam memperkuat basis fiskal 
daerah (Sahl et al., 2025). Oleh karena itu, pembelajaran dari praktik OECD 
mengindikasikan bahwa keberhasilan inovasi fiskal sangat bergantung pada tata 
kelola adaptif, sistem evaluasi berbasis hasil, dan insentif kelembagaan yang 
mendorong transparansi lintas level pemerintahan (Habib et al., 2025; Prihandini & 
Safaria, 2025). 

Tabel 2 berikut memperlihatkan posisi Indonesia dibandingkan negara 
OECD dalam dimensi utama tata kelola fiskal. 
Tabel 2 Perbandingan Sistem Keuangan Lokal Indonesia dan OECD 

Dimensi Tata 
Kelola 

Indonesia OECD (Umum) Kesenjangan 
Utama 

Akuntabilitas Terbatas pada 
laporan keuangan 
tahunan 

Berbasis hasil dan 
publikasi daring 

Kurangnya 
indikator kinerja 
terukur 

Partisipasi Publik Konsultatif 
melalui 
musrenbang 

Partisipatif 
melalui open data 
dan e-budgeting 

Minimnya kanal 
digital publik 

Inovasi Fiskal 
Hijau 

Terbatas pada 
Sukuk Hijau 
nasional 

Terdiversifikasi 
hingga tingkat 
daerah 

Perluasan 
kebijakan hijau 
lokal 
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Koordinasi Pusat-
Daerah 

Fragmentaris Terintegrasi 
melalui transfer 
berbasis kinerja 

Lemahnya 
harmonisasi 
regulasi 

Teknologi Fiskal Belum merata 
antarwilayah 

Sudah berbasis 
platform digital 
nasional 

Perlu penguatan 
infrastruktur 
digital 

Sumber: Diolah dari Dougherty et al. (2024), Kemmerling (2023), dan Habib et al. 
(2025). 
 

Secara keseluruhan, Indonesia menunjukkan potensi besar untuk 
mengembangkan keuangan lokal kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, 
agar sejajar dengan praktik terbaik OECD, diperlukan transformasi kelembagaan, 
adopsi teknologi fiskal digital, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia 
dalam desain kebijakan berbasis kinerja (Islam, 2025). 
 

Penutup 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan desentralisasi fiskal di 
Indonesia sangat bergantung pada kemampuan daerah dalam mengembangkan 
inovasi keuangan lokal yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga inklusif 
dan berkelanjutan secara sosial. Keuangan lokal kreatif seperti dana desa, obligasi 
daerah, dan sukuk hijau menunjukkan potensi besar sebagai instrumen kebijakan 
yang mampu memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala 
kelembagaan, kapasitas teknis, dan keterbatasan transparansi yang menghambat 
efektivitas kebijakan. 

Perbandingan dengan negara-negara OECD seperti Jepang, Finlandia, Korea 
Selatan, dan Belanda menunjukkan bahwa tata kelola fiskal yang efektif ditandai 
oleh tiga prinsip utama: partisipasi publik dalam perencanaan anggaran, 
transparansi pelaporan keuangan, dan evaluasi berbasis kinerja. Benchmarking 
tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara sistem hukum, kebijakan fiskal, dan 
inovasi kelembagaan untuk menciptakan tata kelola yang adaptif dan akuntabel. 
Indonesia perlu menyeimbangkan antara kepastian hukum dalam kerangka 
peraturan fiskal nasional dan fleksibilitas kebijakan daerah untuk mendorong 
inovasi lokal. 

Dengan demikian, arah reformasi kebijakan fiskal Indonesia ke depan harus 
menitikberatkan pada integrasi tiga pilar utama: penguatan kapasitas institusional 
daerah, penerapan sistem akuntabilitas berbasis bukti (evidence-based accountability), 
serta pembangunan mekanisme fiskal yang berorientasi pada keberlanjutan jangka 
panjang. Pendekatan ini akan memungkinkan Indonesia bertransformasi dari 
sekadar pelaksana desentralisasi menjadi pelopor tata kelola fiskal adaptif yang 
mampu menghadapi tantangan global dan memenuhi aspirasi pembangunan 
berkeadilan. 
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